
GUBERNURKALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMURNOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

a.

1.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (4) huruf a
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, Gubernur sebagai perwakilan
pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenangmenyelaraskan perencanaan pembangunan antar
Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi danDaerah kabupaten/kota di wilayahnya,

bahwa untuk menyelaraskan perencanaanpembangunan daerah sebagaimana dimaksud huruf fa),
perlu melakukan perubahan rencana kerja pemerintahdaerah tahun 2018:

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana KerjaPemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2018,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan KalimantanTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1106),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nemor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817),

5.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3),

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312),

8.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 5):
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10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2018 Nomor 2),

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timut Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Ptovinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi dan Misi
Rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2018.

Pasal 2

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal Idisusun berdasarkan:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2013-2018,

b. Hasil Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 2018
Triwulan II: dan

c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang
Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 terdiri dari :

BABI. Pendahuluan:
BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai DenganTriwulan II

Tahun 2018:
BAB III. Kerangka Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Tahun 2018,
BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018
BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI. Penutup
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(2) Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 merupakan
dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2018, yang disusun untuk
menyelaraskan dan menyesuaikan terhadap perubahan asumsi-asumsi
dari perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan

Pasal 4

Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernu

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROATO, SH
Pembina Utama Muda

NIP. 19620527 198503 1 006


